BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 314 TAHUN 2020
TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menimbang

DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

a. bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah

ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health
Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020;

. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian
material yang cukup besar dan juga kematian serta telah
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat;

. bahwa dalam mengantisipasi penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia telah ditetapkan
keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan
Darurat Tertentu Bencana Wabah Penyakit akibat Corona
Virus Disease (Covid-19) di Indonesia dan telah diperpanjang
melalui penetapan Keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana
Wabah Penyakit akibat Corona Virus Disease (Covid-19);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan dengan
Keputusan,



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3272);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829); )

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830);
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Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1
Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor 1);

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama 75
(Tujuh Puluh Lima) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret
2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Masa berlaku Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan

penyelenggaraan penanganan darurat bencana non alam
dilapangan.
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KEEMPAT

KELIMA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber
dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal (& Maret 202%

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /
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